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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. babhwa untuk melaksanakan amenal Pasal 104 Avatl
2] Peramuran Menteri Dalam Neger Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Percncanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah dan
Rendcana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
gerta Tata Cara Perubshan Rencans Pembangunan
Jungka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemnerintalh Daeroh  diletapkan dengan Peraturan
Bupat,

b. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, dan
pelaksanaan pembangunan serta guna  memben
pedoman  dalam  penyusunan Kebijaksan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Prioritas  Flafon  Anggaran  Semenlara aciia
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 20323, maka perlu
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Semesta Berencana  Kabupaten Buleleng Tahun



Merigingar

o

3.

3,

2023,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebhagaimana
dimaksud dalam hural 4 dan hurofl b, perlu
menetapkan Peraturan Hupati  tentang Rencana
Kerja Pemerintah Dacralh  Semesta Berencana
Kabupaten Buleleng Tahun 2023;

Pusal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tengpara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Momor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1635);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Kepuihlik Indoneain Tahm 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negama Republik
Indonesin Nomor 4421);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinlahan Darrah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakchir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20232
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Nepuru Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomnar H322);



L0,

11.

Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalion
dan Evalusei Pembangunan Daerah, Tata Cora
Evaluasi Rancangan Peraluran Daerah Tentang
Rencana Pembangunen Jangka Panjang Dacrah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menenpgah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencanas Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kena
Pemerintah Daerah  [Berilan  Negwra  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 13132);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2009  tentanpg  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan HPembanpunan dan
Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020  tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan  Pemernintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Ewaluasi Penyelenggaroan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2019 Nomor 52, Tanbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63.23);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Ewvaluasi Penyvelengparaan Pemerintali Daerah,
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomaor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Bl
Tahun 2022 teniang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nemor S0U);

12, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun



13,

14,

15.

16.

Menetapkan

2019 tentang Rencana Pembanpunan Jangka
FPanjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Dacrah
Provinsi Bali Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta
Berencana Provinsi Bali Taehun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor
7, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Bali Nomor
7

Peraturan Dacrah Kabupalen Duleleng Nomeor 3
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun
2005-2025 (Lembaran Daeralhh Kabupaten Buleleng
Tahun 2U13 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupsten Buleleng Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kobupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lemboaran
Dasrah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kebupaten Buleleng
Nomaor 6);

Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 9
Tuhun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 [Lembaran
Dacrah Kabupaten Buleleng Tahun 20232 Nomor 9);

MEMUTUSKAN ;

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KER.JA
PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023.



BaE 1
KEETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Dacrah adalah Kabupaten Buleleng,

Pemerintah Daengh adalah Pemerintah Kabupaten Buleleag.
Bupati adalah Bupati Buleleng,

Rencana Kerja Pemerintah  Daerah  Semesta Berencans
Kabupaten Buleleng Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat
BKPLD Semesta Berencana adalah dJdokumen perencanoan
tahunan yang merupakan penjabaran dari  Rencana
Pembangunan Jangks Panjang Davrah Tahun 2005-2025 dan
Rencana Pembangunan Dacrah Tabhun 2023-2026 yong disusun
melahii proses inventarisasi, klagifikusi, sinkronisasi, dan seleksi
usulan program/kegiatan vang terpadu dalam musvawarah
rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan kabupaten
dan provinasi.

Ferangkat Daerah adalah unsur pembantu kepals Dacreh den
Dewan DPerwakilan Rakyat Daerah  dalam  penyelenggaraan
Urnsan Pemerintahan vang menjadi kewenangan Dacruls,
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjuinya
disingkal APBD adalah rencana keuwangan tabiunan Dacrah yang
diterapkan dengan Peraturan Daerah,

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat
kebijukan bidanp pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumasi yang mendasarinya untuk periode 1 (sat) rahun.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritus dan patokan batas
maksimal anggaran yvang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam  penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebelum disepakati dengan DPRD,

Rencana Kerja Perangkal Daerah yang sclanjutnya disingkat
Renga  Perangkat Daerah  adalah  dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



1o,

i1,

Program adalah bentuk instrumen kebijakan vang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
arau masvarakat, vang dikoordinasikan aleh pemerintah daerah
untuk mencapai gagaran dan tujuan pembangunan daerah.
Kegiatan adalah bagian dari program yvang dilaksanakan oleh
satu atau beberups Perangkat Dacrah sebagal bagian dari
pencapaian sasaran terukur pads suatu program, dan terdird
dan sekumpulan tindakan pengerahan sumber dava baik yvang
berupa personil {swmber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dard beberapa
alau kesemua jenis sumber daya tersebul, scbagai masukan
(inpul] untuk menghasilkan keluaran (outpuf) dalam bentuk
barang/jasa.

HAH Il

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA

(1)

(2]

(3]

BERENCANA
Pasgal 2
EKPD Semesta Berencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2023 memipakan  dokumen perencanaan tahunan  yang
merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah [RPD)
Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2000 dengan berpedoman
pada RKPD Semestn Berencana Provinsi Ball Tahun 2023,

RKPD) Semesta Berencana Daerah Tahun 2023 sebagaimana
dimakeud pada ayat (1) menjadi daesar dalam perumusan Renja
Perangksat Daerah, sebagai pedoman dalam  penyusunan KUA
dan PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dean Belanja
Dacrah (RAPBD) Tahun 2023,

Pasal 3
REKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2023
disusun dengan Sistematika sebagai berikudt:
BAB 1 PENDAHULUAN
BAB 11 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB I KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

DAERAH



BAB 1V SASARAN DAN  PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAR V  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAR VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB VII PENUTUP

Pasal 4
[si beserta uraian RKPD Semesta Berencana Dacrah Kabupaten
I.']'|.1.|l=i'|:t:L,|5:r Tahun 2023 sebagamana tercantum dalam Lampiran yvang

mierupakan bugian tidak 1erpisahkan dar Peraturan Bupat ini.

BAB 111
KETENTUAN PENUTLIP
Masal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlako pada wanggal divndangkan.,

Agar setiap arang mengetahuinya, memerintnhkan pengundangon
Peraturan Bupati inl dengan penempatannya dalam Benta Daerah
Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Simgarajas

pady tangeal 30 Juni 2022
ELENG,

F
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[Mundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Juni 2022
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Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Untuk it kaidah
knidah pelaksanaannya ditetapkan schagai berilout

1. RKPD it menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja
{(Renja) Perangkat Dacrah Tahun 2023.

2. Bebagni prdoman pelaksanaan progrom don  kegiotan
Perangikat Daerah di tahun 2022,

3 Dalam Pemyusunan Rencana Anggaran Tahun 2033 agar
mengupayakan keterpaduan dan  sinkronisasi  serta
kesharmonizsan dalam pelakaanaannya

4. Sebagar tindak lanjut dar penyempaian aspirasi oleh
semua pihak pade pelaksanaan balk forum Perangloat
Dacrah maupun Musrenbang maks dirumuskan matrik
kegiatan tahun 2023 sebagai lampiran dard REPD,

3. Pada akhir tshun anggaran, setiap unit kerja peranghkat
daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian
pembangunan serta wajib melak=sanakan pemantsuan
terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan  hasil-
hasilnya kepada Bupati / Pejabat Bupati.

™ PUTY AGUS SURADNTANA |
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REFD Semestn Berenpang Kabupaten Buleleng Tahun 2023 -



